
BIJPATI WAKATOBI
PERATURAI{ BUPATI WAI(ATOBI

NOMOR : 19 TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJADINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISAiE XAEUPATEN WAKATOBI

BUPATT WAI(ATOB|,
Menimbang : a. lahwq sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal s peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun zoba ientang susun* orj,r;';asi danTata Kerja Dinas Daerah Kabupaten fraratooi r"iz oiprnorngp-erlu menetapkan Kedudukan, Trg.r pokok,' iungsi-ian rataKerja Dinas Keoudayaan dan pariwlsata Kabupaten wakatobi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksuddalam huruf a, perru menetapkariperaturan Bupati wiratoui.

Mengingat : 1. undang-Undang Nomor g rahun 1gr4 tentang pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana terah diubah e;;g";'Lindang-
Undang Nomor 43_Il!r1.1999 (Lembaran r,l"d"i" Repubtiklndonesia Tahun lggg Nomor 169, Tambahln 

-Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3gg0);

2- Undan.g-undang Nomor 2g Tahun lggg tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotismb (Lembiran Negara Repubriri indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Leirbaran Neg;ra n"pubrik
lndonesia Nomor 3951);

3' Undang-Undang Nom or 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobi J"n r"oupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran NegaraRepubrik rndonesia Tahun 2003 t[dmor' rqq,- iamoatran
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a$gj;

4' Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran frflgaia Republik
rndonesia Tahun 2004 Nomoi 53, iambahan Lenibaran N.gr6
Republik lndonesia Nomor 43gg);

5' Undang-Undang Nom or 32 Tahun 2004 tentang Pemerirrtahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4
Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik tnOonesia
Nomor 44gz) sebagaimana terah diubah obngin unio"ng_
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetap-an perraturan
pemerintah pengganti Undang-Undanf llomor g ranun zoos
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang pemerintahan Daerah menjadi undang-undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tinun 2005 Njmor 10g]
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 414gi
dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200g
tentang perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentanq Pemerintahan Daerah (Lemb=aran Negara
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Repubrik rndonesia Tahun 2oog Nomor 59, TambahanLembaran Negara Repubtik lndonesia frforoi +eaaj;
6' Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan antara pemerintah pusat o"n plmErintah Daerah(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun zoo+ ruomor 126,Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Noro," aa3g);
7. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 19gg tentang KoordinasiKesiatan rnstansi Vertikar di g-1eian--1i;;;;r. NegaraRepubtik tndonesia Tahun 19BB ruomdi- t'b]' ramnananLembaran Negara Republik tndonesia fVomoi gSZ3j;

8. Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2003 tentang pedoman
Pembentukan organisasi dan pJr*gk.t-b;;r"h' (Lembaran
frlegara Repubrik rndonesia Tahun 200.-3 No;;; il, TambahanLemtraran Negara Republik lndonesia frforor+iOZ);'

9. Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2003 tentang wewenangPengangkatan, pemindahan dan pemberhentiin pegawai
Negeri sipir (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2003Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara n"prorik rndonesiaNomor 4263);

10. Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2oo7 tentangPembagian Urusan pemerintahan antara Femerintah,Pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah DaerahKabupaten/Kota^(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun2oo7 Nomor gg, Tambahan- Lembaran ruetara Repubriklndonesia Nomor a741);

11, Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Repubrik rnooiesia Tahun200T Nomor 92, Tambahan iemoaian r.r"g";" Repubriklndonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 200g tentang urusanPemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintahan DaerahKabupaten wakatobi (Lembaran pae-ran r"nrpri"ii wakatobi
Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Nomor s Tahun z0og tentang susunanorganisasi dan Tata Kerja Dinas DaerJh x"orplt.i wakatobi(Lembaran Daerah Kabupaten wakatobi rahun 200g Nomor 5);
14. Peraturan Bupati wakatobi Nomor s rahun 200g tentang Tatacara Penyusunan, pengajuan dan pembahasan perituran

Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati a"n rnstruksi
Bupati di Lingkungan pemerintah Kabupaten wakatobi.

!t

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN WAKATOBI.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

pasal I
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. pemerintah Daerah adarah pemerintah Kabupaten wakatobi.
3. Bupati adalah BupatiWakatobi.

4. sekretaris Daerah adarah sekretaris Daerah Kabupaten wakatobi.
5' Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten wakatokri yangselanjutnya disingkat Disbudpai.
6' 

f;rT;',Xr?'nas 
adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten

7 ' Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat uprD adalah unit
fi,li:i#l: 

reknis Dinas paoa oina"s 
-K#;;;"an 

oari pariwisaL Kabupaten

8' Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Kebuday-aan dan Pariwisata Kabupaten wakatobi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2
(1) Dinas adarah merupakan unsur peraksana otonomi Daerah.
(2) Dinas dipimpin gr?h seorang Kepara Dinas yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui setretaiis Daerah.

Pasal 3
Dinas^mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkanasas otonomi dan Tugas pembantuan di bidani x"orJ"v""n dan pariwisata.

Pasal 4
Untuk meny-erenggarakan tugas sebagaimana dimaksud daram pasar 3, Dinasmempunyaifungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
b' Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanaR umum di bidangKebudayaan dan pariwisata;

c. Pembinaan terhadap uprD dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
d' Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

fl
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BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5
(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan perlengkapan;

3. Subbagian program.

c. Bidang Kebudayaan terdiri dari :

1. Seksi Kelembagaan Seni dan Budaya;
2' seksi Museulm, Kesejarahan, Kepurbakaraan dan Nilai-nirai rradisional.d' Bidang pengembangan Destinasi pariwisata terdiri dari :

1. Seksi produk dan Usaha pariwisata;

2' Seksi standarisasi dan pemberdayaan Masyarakat,
e. Bidang pemasaran terdiri dari :

1. Seksi promosi dan pengembangan pasar;
2. Seksi Sarana pemasaran.

f. UpTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud 

,pada. ayat (1) huruf b, dipimpin oreh
iil5:t",:ekretaris vang berada di bawah dan tertanssung jaian"repaoa

(3) Bidang sebagaima'a dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e,masing-masing dipimpin oreh seorang (epaia'Bidang yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Kepata Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalammemberikan peravanan adminlstrasi yanj-m"'ii'piii ,il;; umum dan kepegawaian,

Ii:i3X?:"rTlr|:i:Tffi5:' serta mengkoordinasikan penyusunan frosram,

Untuk menyelenggarakan
mempunyaifurrgsi :

pasal 7

tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretariat

a' Pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasandan protokorer, rymah tangga, administrasi i"fega*aian, ketataraksanaan,pendidikan dan peratihan aparatur serta hukum dan plrundang_undangan;

V
+-
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Pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaankeuangan, perbendaharaan, verifikasi, peraporan, d; pertanggungjawaban
keuangan;

Pelaksanaan urusan pengeroraan barang dan aset Di^as;
Pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan prograrn Dinas;dan

Pe.laksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.

(1) Sekretariat terdiri dari : 
Pasal I

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Keuangan dan perlengkapan; dan
c. Subbagian Program.

Subbagian sebagaimana dimaksud
Kepala Subbagian yang berada di
Sekretaris.

Pasal 9
subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun pedomandan petunjuk teknis serta melaksanakan 

- 
urusin ketatrausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah 

'tanffa,
administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan 

"p"r?iLlrserta hukum dan Perundang-undangan;

subbagian Keuangan. dan perlengkapan mempunyai tugas menghimpunpedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan pengkoordinaiian
penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi,pelaporan dan pertanggungjawaban keuangln serta pelaksanaan urusan
pengelolaan barang dan aset Dinas;

subbagian Program mempunvai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk
teknis serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi
dan pelaporan program Dinas.

c.

d.
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(2)

(1)

(2)

pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
bawah dan bertanggungjawab kepada

(3)

t
Bagian Ketiga

Bidang Kebudayaan
pasal 10

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di
bidang pengelolaan dan pengembangan kebudayaan.

Pasat 11

!.nlrr menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10,
Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

a, Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;

b. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembagan kelembagaan seni dan
budaya;

c. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan museum,
kesejarahan, kepurbakalaan dan nilai-nilai tradisional;



d.

e.

b

Pelaksanaan penyusunan program, evaruasi dan peraporan Bidang Kebudayaan;

Pelaksanaan tugas rain yang diberikan oreh Kepara Dinas sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.

pasal 12
(1) Bidang Kebudayaan terdiri dari :

a. Seksi Kelembagaan Senidan Budaya;
b' Seksi Museum, Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Nilai-nilai rradisional.

(2) seksi sebagaimana. d.imaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin orehseorang Kepara seksi yang berada oi tawLri'a"n uertanggungjawab kepadaKepala Bidang Kebudayaai.

(1)

(2)

Pasal 13

seksi Kelembagaan seni dan Budaya. mempunyai tugas menghimpunpedoman dan petunjuk teknis, meraksanakan penyusunan rencana programdan kegiatan, pembinaan, rekomendasi perizi"r,r,-p"rantauan, peraporanperkembangan kelembagaan seni dan budaya; ' r-'

Seksi Museum, Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Nilai-Nilai Tradisionalmempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, meraksanakanpenyusunan rencana program dan ,kegiatan, pLmbinaan, pemantauan,pelaporan, pengeroraan permuseuman, keielarahari, r"prro"karaan dan nirai_nilai tradisional.

Bagian Keempat
Bidang pengembangan Destinasi pariwisata

pasal 14
Bidang Pengembangan Destinasi pariwisata mempunyai tugassebagian tugas Dinas di bidang pengeroraan procrri Jan usahameliputi obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata dan jasa
pelaksanaan standarisasi dan pemberday""n rrryar;k;t

melaksanakan
pariwisata yang
pariwisata serta

{

pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, BidangPengembangan Destinasi pariwisata mempunyai fungsi :

a' Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasipariwisata;

b' Pelaksanaan pembirraan, pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik
wisata;

c. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sarana pariwisata;
d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan jasa pariwisata;
e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan standarisasi cJan pemberdayaart

masyarakat;

f. Pelaksanaan p-enyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang
Pengembangan Destinasi pariwisata; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.
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(1)

(2)

Pasal 16

Bidang Pengembangan Destinasi pariwisata terdiri dari :

a. Seksi Produk dan Usaha pariwisata;

b. Seksi Standarisasi dan pemberdayaan Masyarakat.
seksi sebagimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin orehseorang Kepala seksi yang berada oi bawan oan oerianggung jawab repaoaKepala Bidang Pengembangan Destinasi pariwisata.

pasal 17
(1) seksi Produk dan usaha pariwisata mempunyai tugas menghimpun pedoman

9"n petunjuk teknis, meraksanakan p"nyurrn"i rencana program dankegiatan, pembinaan dan pengembangan proorr, oan usana kepariwisataan.
(2) seksi standarisasi dan pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugasmenghimpun pedoman dan petunjuk teknis,' meraksanat an' pd,'vrrun"nrencana program dan kegiatan, pembinaan, pengelolaan repaiiwisataan,pelayanan rekomendasi perizinan, pengawasan, penyu[l6rr, pehCiOifrn danpelatihan kepada masyarakat di bidang [epariwisaGn.

Bagian Kelima

Bidang pemasaran

pasal 1g

Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang promosi dan pengembangan pasar serta sarana pemasaran.

pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang
Pemasaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perumrisan kebrjakan teknis bidang pemasaran;

b. Pelaksanaan promosi obyek dan daya tarik wisata serta pelayanan informasi,
kondisi dan perkembangan kepariwisataan;

c. Pelaksanaan kajian dan pengembangan pasar;

d' Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang pemasaran;
dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Pasat 20

Bidang Pemasaran terdiri dari :

a. Seksi Promosidan Pengembangan pasar;

b. SeksiSarana Pemasaran.

seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pemasaran.

(1)

(2)

V'
Y
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(1)

(2)

Pasal 2f
seksi Promosi dan pengembangan pasar mempunyai tugas menghimpun
bahan dan petunjuk teknis, melaksanakan penyeiengg"r".n promosi, kajiandan pengembangan strategi pemasaran obyek- oan 

-d'aya 
tarik wisata sertaperencanaan penetrasi pasar pariwisata;

seksisarana Pemasaran mempunayai tugas menghimpun bahan dan petunjuk
teknis, melaksanakan penerbitan bahan promosi, menyediakan bahan dan
sarana penunjang promosi.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Keenam

Unit petaksana Teknis Dinas (UPTD)
pasal 22

Di lingkungan Dinas dapat dibentuk UpTD;

UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksanil teknis
operasional dan teknis penunjang Dinas;

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan organisasi dan tata
kerjanya ditetapkan lebih lanjut Oengan peraturan Bupati;
UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

(1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai
kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang nenaxu,

(2) Kelompok Jabatan Fungsiona! di lingkurngan Dinas mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Dalrah di bidang fe6uOiyaan dan
pariwisata sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undlngan yang
berlaku.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Klpala Dinas.

(5) Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, $ekretaris, Kepala Biclang, Kepala
Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja di lingkungan Dinas maupun antar
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

*
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(3)

(4)

Pasal 25

(1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam
pelaksanakan tugas bawahannya.

setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masiirg-masing dan menyiapkan laporan berkala-pada
waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh
pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-rnasing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam
lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di
bawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di
lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI il
PEMBIAYAAN

Pasal 28

(1) Segala biaya yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

pgnOan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan atautidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tioak berraku ragi.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.

Aga"r setiap orang mengetahuinya, memeJintahkan pengundangan peraturan Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah xabupiten wakatobi.

Ditetapkan di Wangi - Wangi
pada tanggal J9.6 - 2OOg

BUpATt WAKATOB|,

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19' u, - 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

HARDIN LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2OO9

NOMOR: rg

{*

PAER,A$; il,i i , irlf)!lrrlF,bl

l<Eclii lrQbu<lo>v,.r,-t

lqg 2ryctniscts t


